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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI AKIBAT
HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN MENURUT
PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERAHADAP PARA PIHAK". latar belakang
para pihak yang akan bercerai wajib menempuh mediasi terdahulu. Tujuannya
untuk mengetahui dan memahami karakteristik dan akibat hukum dalam mediasi
putusan percerian. Penelitian dilakukan secara yuridis normatife melalui penelitian
yang dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis, menelusuri peraturan yang
berlaku saaat ini litcratur dan penelaahan teori-teori. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa karaktristik mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah pertama,
penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan yang disetujui kedua belah
pihak yang dibantu oleh mediator. Kedua, Mediasi berdasarkan PERMA yaitu
membuka akses kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui
pengadilan  dalam rangka memperoleh keadilan. Ketiga, mediasi PERMA
mendukung asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Keempat,
mediasi sebagai bagian yang terintegrasi dari proses beracara di pengadilan.
Kelima, mediasi wajib ditempuh oleh para pihak sebagai penyelesaian sengketa
perceraian. Keenam, mediasi dapat dilaksanakan di dalam lingkungan pengadilan
dan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. setujuh, dalam sengketa
perceraian jika mediasi berhasil maka para pihak kembali pada ikatan perkawinan
karena tidak menjadi bercerai. Akibat hukum konsekuensi dari peristiwa hukum
yaitu mediasi berhasil para pihak kembali keperkawinan, jika mediasi gagal para
pihak sepakat bercerai.

Kata Kunci: Akibat Hukum Mediasi, Karakteretistik Mediasi, Mediasi,
Perceraian.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial ciptaan Allah yang tidak bisa hidup
sendiri yang artinya selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sejak
dilahirkan ke bumi manusia telah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan
manusia lainnya sehingga menciptakan hasrat yang erat untuk melanjutkan
hidup yang tertib dan teratur. Salah satu langkah yang dapat mengikat hubungan
kedua insan dengan melalui ikatan suci yaitu adanya perkawinan. Perkawinan
sebagai ikatan, lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita yang berasal dari
lingkungan yang berbeda seperti lingkungan keluarga asalnya lalu mengikatkan
diri sehingga dapat tercapainya suatu tujuan yaitu keluarga yang akinah
mawadah dan warahmah. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa perkawinan
merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan keduanya
mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan sebagai tercipta kebahagiaan
dalam rumah tangga.t

Pengertian perkawinan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan
UUP), yaitu pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah Ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

! Muhammad Alifyudha Putra Anindito and Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan
Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan
Agama Makassar Kelas Ia,” Qadauna: Jurnal Iimiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No.
3, Tahun 2021, him. 2.



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan diformulasikan
ideal karena tidak hanya hanya melihat dari aspek eksternal tetapi pada saat
yang sama ada sesuatu hubungan batin antara suami dan istri ditujukan
membangun keluarga atau rumah tangga kekal dan bahagia bagi keduanya dan
sesuai dengan kehendak Allah Yang Mahakuasa.?

Tujuan perkawinan dalam doktrin dikemukakan oleh J. Satrio bahwa dalam
UUP bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami istri, melainkan
ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan membentuk rumah tangga atau
keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan
penjelasan beliau keluarga dalam arti keluarga batih (gezin), yang terdiri dari
suami istri dan anak, beliau berpendapat bahwa mempunyai anak termasuk ke
dalam tujuan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan penjelasan pada Pasal 1
UUP dimana adanya perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia
erat hubungannya dengan keturunannya, hal ini juga merupakan tujuan dalam
perkawinan.®

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang
terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam

adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan untuk

2 Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No. 3,
Tahun 2010, him. 5.

3 Satriyo, Asas-Asas Hukum Perdata, Purwokerto, Hersa, 1988, him 53.



mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* Menurut
Ahmad Azhar Bashyir ia berpendapat bahwa tujuan pernikahan dalam Islam
adalah untuk memenuhi dari naluri manusia, menjalin hubungan antara pria dan
wanita, serta mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga sesuai pada ajaran
Allah dan Rasul-Nya.> Adanya Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai bukti
terhadap pemikiran figih di indonesia, hal ini dikarenakan didasari oleh para
ulama cendikiawan, dan tokoh masayarakat dalam menentukan hukum islam
dalam perkawinan. Pada hakikatnya, pernikahan akan berlangsung selamanya,
atau sampai salah satu pasangan meninggal dunia. Inilah yang diinginkan oleh
agama Islam, tetapi dalam beberapa kasus, muncul masalah yang mengharuskan
pembubaran pernikahan dalam arti bahwa pernikahan akan menimbulkan
kerugian karena berlanjutnya pernikahan, karena pernikahan dilakukan demi
kemaslahatan (kebaikan) di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan
menghindari kerugian. Dalam hal ini, hukum Islam membenarkan perceraian
sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan keutuhan keluarga.

Adapun tujuan dari perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan fitrah
manusia, ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun
keluarga bahagia, penuh kasih sayang dan menghasilkan anak-anak yang sah di

masyarakat dengan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Syariah dan

4 Nur Hadi, “Maqashid Syari’Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam
(Khi),” Al-Fikra : Jurnal limiah Keislaman Vol 16 No. 2, Tahun 2017, him. 6.

5> Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Dilndonesia Perbandingan
Figh Dan Hukum Positif. Yogyakarta: Citra Utama, Tahun 2011, him. 29.



ketentuan undang-undang.® Dari rumusan diatas tujuan dalam perkawinan
adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, meskipun tujuan
perkawinan adalah kekal tetapi banyak dijumpai dengan putusnya perkawinan
yang dijelaskan dalam ketentuan yang diatur Pasal 38 UUP menjelaskan bahwa
putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena kematian, perceraian dan karena
putusnya pengadilan.” Tetapi ada banyak faktor yang dapat memengaruhi
keutuhan pernikahan, termasuk pengaruh internal dan eksternal, serta
pertimbangan material dan non-material. Masalah-masalah ini juga dapat
dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam perceraian suami istri ada asas yang dapat mempersulit perceraian
terkandung dalam Pasal 39 Ayat 1 UUP menjelaskan bahwa perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
penjelasan dalam undang-undang ini melihat suatu perkawinan sebaiknya
dipertahankan dan jika dilihat pada pada rasio hukum terkait pasal ini mungkin
mengakui adanya alasan untuk perceraian. Namun, jika ada perdamaian yang
telah disepakati oleh suami istri yang sudah tidak dapat dipertahankan, hal ini
dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Selanjutnya asas mempersulit

perceraian ada dalam Pasal 39 Ayat (2) UUP menjelaskan untuk melakukan

® Misbah Khusurun Muslihun, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan
Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Studi
Hukum Islam™ : Jurnal, Al Wasith Vol 2 No. 1, Tahun 2017, him. 8.

7 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, PT Rineka Cipta Jakarta, 1991, him.
116.



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan
dapat rukun kembali sebagai suami istri.?

Bukti bahwa Pasal 39 Ayat 1 UUP terjadinya perceraian diputusan sidang
pengadilan wajib melakukan mediasi dimana hakim berfungsi untuk
mendamaikan para pihak yang akan bercerai. Maka lalu dikeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan. Adanya perdamaian dapat menimbulkan hal yang besar, seperti
tercapainya perdamian pada istri dan suami saat menangani masalah sengketa
perceraian. Fungsi dalam perdamian sangat efektif dalam mencari apa yang
melatar belakangi persengketaan antara suami dan istri. Dalam upaya yang
dilakukan yaitu perdamaian diintegrasikan langsung ke pengadilan sebelum
perkara itu di teruskan dalam persidangan.

Apabila dilihat berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pengadilan
memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memeriksa, ,mengadili, dan
menyelesaikan perkara, tetapi bertugas untuk berusaha menciptakan
perdamaian pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan adanya peraturan
ini, pengadilan diharapkan dapat berperan aktif sebagai lembaga yang mencari
solusi damai bagi para pihak yang bersengketa. Namun, berdasarkan
pengalaman sejak diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada tahun

2016, pelaksanaan mediasi belum berjalan secara optimal. Hal ini mendorong

8 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, Hukum Perceraian ,
Jakarta: Sinar grafika, 2013, him. 24.



Mahkamah Agung untuk mengambil langkah-langkah perbaikan kebijakan
dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Pengadilan.®

Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan mediasi yang
terintegrasi antara upaya Mediasi di Pengadilan Negeri dengan Asas Peradilan
Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan memiliki potensi dengan fungsi sarana
agar menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis dilihat pada sudut padnag
prosesnya yang sederhana, waktu dan biaya yang efisien dan dapat menciptakan
keuntungan bagi semua para pihak yang bersengketa. Dengan adanya peraturan
tersebut diharapkan mampu membawa suatu kebermanfaatan kepada para pihak
untuk bisa menyelesaiakan permasalahannya dengan terpenuhi rasa keadilan,
sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud
dengan baik.*®

Asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa dalam memeriksa suatu
perkara, hakim harus mengupayakan untuk segera memberikan keputusan serta
tidak mengulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak
waktunya terlalu lama.!! Tentunya para pihak menginginkan jalannya

persidangan dengan cara yang cepat tidak bertele-tele dalam pelaksanaannya,

® Latifatul Ma’rifah, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif Di
Indonesia,” Innovative: Journal Of Social Science Research Vol 3, No. 2 Tahun, him. 3.

19 lvan Anugrah Aldiansyah, “Frans Hendra Winarta, Probono Publico: Hak Konsititusional
Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, him.
11.

11 Ssarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Jakarta: Sinar grafika, 2014, him.
24.



lalu diharapkan penerapan asas kesederhanaan agar mempermudah para pihak
dalam memahami prosdur mediasi.'? Selanjutnya biaya ringan dalam proses
mediasi dimana biaya tersebut dapat meringkankan para pihak dan supaya biaya
tersebut terjangkau bagi para pihak.

Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atur dalam Pasal 1 Ayat
(1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.
Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah hakim
atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagaimana menjadi pihak
netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan penyelesaian.

Tujuan utama dalam mediasi yaitu menyelesaikan sengketa para pihak
dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator. Dengan bantuan mediator, para
pihak dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan
konflik melalui mediasi. Mediasi merupakan menyelesaikan perselisihanagar
kedua pihak dapat hidup dengan harmonis. Melalui mediasi, para pihak dapat
mencapai keputusan tanpa merasa ada yang menang atau kalah.

Secara formal mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR Pasal 154 RBG yang

mana mewajibkan para hakim harus mendamaikan kedua belah pihak yang

12 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar grafika, 2006, him. 229.



berperkara sebelum perkara tersebut diperiksa terhadap ketentuan Pasal 130
HIR dan Pasal 154 RBG yang menyebabkan keputusan menjadi tidak sah secara
hukum. kedua fase ini cukup menguatkan argumen bahwa sistem peradilan di
Indonesia betul-betul mendapatkan adanya proses mediasi yang ditempuh oleh
para hakim mediator atau semua pihak dalam penyelesaian perkara.’>* PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam peraturan
ini urgensi mediasinya ditekankan yaitu pertama adalah batas waktu hari kerja
menjadi 30 hari kerja saat ditetapkan pemerintah melaksanakan mediasi dan
kedua adalah adanya tanggung jawab bagi secara langsung pertemuan mediasi
dengan atau didampingi oleh kuasa hukum kecuali ada alasan yang sah.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini mengatur mengenai itikad baik
yang menjadi parameter penilaian seseorang mediator apakah mediasi ini
diteruskan dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai
pihak yang beritikad tidak baik maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
oleh hakim memeriksa perkara dan dikenai biaya perkara (Pasal 22 Ayat 1
PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Lalu jika Tergugat yang dinyatakan tidak
beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi (Pasal 23 Ayat 1
PERMA Nomor 1 tahun 2016).*

Mediasi sengketa perceraian berbeda dengan sengketa perdata lainnya, oleh

karena itu berdasarkan pada uraian yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk

13 K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBg/HIR, Ghalia Indonesia,1981, him. 23.
14 Muhammad Alifyudha, Putra Anindito and Safriani, Loc.cit., hlm. 4-6.



membahas dan meneliti secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul
Akibat Hukum Putusan Mediasi Sengketa Perceraian Menurut PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Para Pihak.
. Rumusan Masalah
Berkenaan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana karakteristik mediasi sengketa perceraian berdasarkan
PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana akibat hukum putusan mediasi sengketa perceraian
berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penulisan dan penelitian pada skripsi yaitu untuk memenuhi
syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya. Mengacu pada permasalhan yang telah disebutkan, maka tujuan yang
dapat dicapai oleh seorang penulis pada penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik mediasi sengketa
perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan mediasi

sengketa perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 20167
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D. Manfaat Penelitian
Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil yang telah didapat pada penulisan skripsi ini agar bermanfaat
dan menjadi bahan informasi atau referensi sehingga bisa
mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya hingga pada
kekhususannya hukum perdata, dan juga bisa memberi penambahan
wawasan yang lebih luas penulis dalam pelaksanaan mediasi untuk
menyelesaikan sengketa perceraian, karakteristik mediasi sengketa
perceraian dan akibat hukum putusan mediasi sengketa perceraian

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan supaya bisa memberi manfaat terhadap:

a. Para pihak yang bersengketa, yaitu Memberikan wawasan tentang
bagaimana mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa
yang lebih baik.

b. Bagi mediator, memberikan pengetahuan tentang teknik mediasi dan
pengelolaan konflik yang lebih baik dan memahami dampak hukum
dari putusan mediasi, sehingga dapat memberikan informasi yang
akurat kepada para pihak.

c. Bagi hakim, sebagai referensi ilmu pengetahuan bagi hakim untuk

menyelesaikan perkara jika mendapati objek yang sama.



11

d. Bagi Masyarakat, Sebagai bahan untuk menyampaikan serta
memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait
dengan akibat hukum putusan mediasi sengketa perceraian sehingga
memahami alurnya mediasi.

3. Manfaat Bagi Penulis
Dengan dibuatnya skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu
syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Supaya pembahasan penelitin ini tidak melebar dan meluas kemana-mana
maka dari itu penulis membatasinya dengan ruang lingkup penelitian yang akan
dilaksanakan yaitu tentang karakteristik mediasi sengketa perceraian dan akibat
hukum putusan mediasi sengketa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2016.
F. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah dasar dari pemikiran serta landasan awal yang akan
menjadi dasar dalam penelitian yang hendak dilaksanakan.
1. Teori Akibat Hukum
Menurut Soeroso, akibat hukum adalah sebagai akibat dari suatu
perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang
dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum tindakan ini

disebut dengan tindakan hukum. Dengan artian lain akibat hukum
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merupakan dampak atau konsekuensi dari suatu tindakan hukum.®
Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul akibat mematuhi
atau melanggar hukum dikenal sebagai akibat hukum. Setiap pilihan
atau tindakan yang diambil oleh seseorang yang bisa menimbulkan
konsekuensi hukum baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan.
pentingnya untuk memahami akibat hukum dari tindakan sehari-hari
baik dalam konteks pribadi maupun profesional.

Adapun digunakannya teori ini dalam penelitian yaitu untuk
menganalisis dan membahas yang digunakan untuk mengetahui akibat
hukum yang ada dalam mediasi sengketa perceraian. Dimana setiap
perbuatan yang dilakukan baik itu perbuatan yang melanggar hukum
atau searah dengan jalannya hukum tentu memiliki akibat hukumnya,
maka dari itu teori akibat hukum digunakan dalam penelitian ini.

2. Teori Mediasi

Menurut Garry Goopaster, mediasi yakni sebagai proses negoisasi
pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial)
bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu
mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.'® Garry
Goopaster menawarkan perspektif tentang mediasi yang lebih dari

sekedar pemahaman bahasa namun mencakup gambaran keseluruhan

15R. Soeroso. Pengantar IImu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, HIm. 295,
16 Garry Goopaster, Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan
Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Jakarta: ELIPS Project, 1993, him. 201.
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proses, tujuan mediasi, dan aktivitas yang terlibat. la menggaris bawahi
bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk perundingan dimana pihak
ketiga berbincang dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan berusaha
mencari tahu potensi penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak yang dibantu mediator. Penulis menggunakan
teori mediasi ini karena berhubungan langsung dengan pembahasan
yang akan dibahas oleh karena itu mediasi yaitu cara penyelesaian
sengketa perceraian dapat berjalan efektif dengan melalui perundingan
antara kedua pihak dengan adanya mediator sebagai pihak netral untuk
dapat mencapai kesepakatan. Perdamaian ini dilakukan agar kedua belah
pihak dapat memeprtimbangkan kembali perceraian mereka. Untuk
dapat mencapai kesepakatan mediator menyiapkan mekanisme yang
dapat mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan keputusan
masing-masing.

3. Konsep Putusnya Perkawinan

Perceraian adalah putusnya atau berakhirnya pernikahan antara
seorang suami dan istri. Perceraian menurut yuridis terdapat dalam Pasal
38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan
dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Secara yuridis dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan, yang
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mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki
bini.t” Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan
dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam
perkawinan.*®
Penulis menggunakan konsep ini dalam penelitian karena dalam
pembahasan yang diangkat berhubungan dan searah dengan konsep
perceraian ini maka perceraian adalah perceraian adalah pemutusan
hubungan fisik dan emosional antara suami dan istri sehingga
menyebabkan terputusnya rumah tangga mereka.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah salah satu langkah yang harus dilakukan oleh
peneliti agar bisa menyatukan bahan-bahan dan informasi lalu melaksanakan
penelitian dari perolehan bahan yang dianalisis. Berikut metode yang digunakan
pada skripsi ini sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif yang merupakan penelitian dilakukan dengan cara mencari
serta menganalisis bahan pustaka atau disebut juga data sekunder serta
jenis penelitian ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan

yuridis normatif dimana peneliti menelusuri berbagai peraturan-

17 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, Pluralitas Hukum
Perceraian, Catakan |, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012, him. 17.
18 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermusa, 1995, him. 42.
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peraturan yang belaku saat ini, literatur yang menyinggung dalam
permasalahaan yang diteliti oleh penulis, penelaahan teori-teori,
kekuatan yang berlaku, dan asas-asas yang saling berhubungan pada
penelitian.t®
2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang di teliti, peneliti menggunakan beberapa
pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (State Aproach)

Pendekatan Perundang-undangan pada penelitian ini
dilakukan dengan cara menelaah berbagai Peraturan Perundang-
undangan serta regulasi yang berkaitan pada penelitian hukum yang
diteliti.?

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual pada penelitian ini dilakukannya
dengan berdasarkan pandangan dan doktrin yang luas berkembang
di dalam ilmu hukum, dapat juga dikatakan pendekatan ini didasari
dari pemikiran-pemikiran para ahli dan para sarjana yang kompeten

di bidangnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan

19 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelirian Hukum Normatif, Jakarta: Bayumedia
Publishing, 2005, him. 241.

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group,
2005, him. 36.
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juga menganalisis informasi yang telah ada sehubungan pada topik

yang dibahas peneliti.?*

3. Jenis dan Sumber Bahan

Bahan Sekunder adalah dimana data yang didapatkan dari

kepustakaan, Pengumpulan bahan tersebut didapatkan dengan

menelusuri literatur dan dokumen yang berhubungan dalam Mediasi

dalam Putusan Perceraian. Berikut adalah bahan sekunder yang di

gunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan ketentuan yang ada di dalam
peraturan perundang-undangan telah memiliki kekuatan hukum
yang kuat serta mengikat. dalam hal ini terdiri:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan;

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengatur tentang

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

21 1bid., him. 178.
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2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang digunakan memiliki kaitan dengan bahan

hukum primer. Bahan hukum sekunder juga bisa membantu

memahami dan menganalisis bahan dari hukum primer tersebut
seperti:

a) Literatur buku-buku yang membahas berhubungan mengenai
judul yang diangkat serta permasalahan yang diteliti oleh
peneliti.

b) Karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan
judul dan rumusan masalah pada penelitian

c) Makalah yang berkaitan mengenai dengan judul dan masalah
penelitian.

d) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan mengenai judul dan masalah
penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menjelaskan dan

memberikan panduan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

a) Kamus Hukum

b) Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan
Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini menggunakan

Library Research (Studi Kepustakaan) adalah menganalisis serta
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mempelajari buku-buku dengan cara yang sistematika, peraturan
perundang-undangan, dan sumber referensi lainnya yang masih
berhubungan mengenai judul dan materi yang dibahas pada skripsi ini
dengan demikian dapat memperoleh bahan ilmiah yang bisa digunakan
sebagai bahan dalam uraian-uraian teoritis.?
5. Analisis Bahan
Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan
metode analisis deskriptif yang mengacu pada suatu masalah kemudian
dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.?®
Teknis analisis bahan yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan metode analisis bahan deskriptif yang melibatkan
penyajian bahan, pembuatan kesimpulan, dan pengurangan atau
penyederhanaan data untuk memberikan gambaran yang dapat dipahami
secara jelas dan searah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam meneliti hukum normatif maka peneliti menggunakan
metode deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang

dihadapi.?* Metode deduktif vyaitu pendekatan berpikir yang

22 M. Muhaimin., Metode Penelitia Hukum, Mataram: UPT Mataram University Press,
2020, him. 65.

23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007, him. 136.

24 M. Muhaimin., op.cit., hlm. 71.
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menghubungkan konsep umum dengan komponen konkretnya terlebih
dahulu dan secara kualitatif, khususnya menganalisis data melibatkan
penelaahan mendalam tentang bagaimana hukum ini ditulis dan
memeriksa bagaimana hasil penulisan disajikan setelah diorganisasikan
melalui penelitian tentang hukum positif dan gagasan hukum. Analisis
penelitian umum dikaitkan dengan isu-isu untuk memperoleh temuan
yang menjawab pertanyaan. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan,
dipilih dan dianalisis, semuanya diperiksa dan diteliti berdasarkan

permasalahan hukum yang relevan guna mencapai suatu hasil.
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